
BUPATI KONAUIE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
ITOMOR | 41' TAltttN 29121-

TENTAITG

PERUBAHAN ATASI PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOTIOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAIT PELAXSANAAN

ANGGARATY PEIVDAPATAIV DAN BELANJA DAERAII
KABUPATEN KOIYAWE SELATAIT TAIIUITI AITGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang:

Mengingat:

bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l dan mendukung
kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2O2l tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2O21 Nomor 31);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Konawe Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe
Selatan Nomor 6 Tahun 2O21 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun Anggaran 2021.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor
5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan t€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442 1) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
aToo);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Repiblik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Talrun 2O16 Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Keda Pemerintah, (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O4 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 terrtang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang l,aporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
l,aporart Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi l,aporan
Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagran
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2O06 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 96);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2O 10 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tamba}.ar, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2O Tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-I9\;

21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);

22. Keputusan Presiden Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Vints Disea.se 2019
(covrD-19);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
t42sl;
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2Ol I tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor
541);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2l (Berifra Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 888);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ll9 /PMK.O2 /2O2O tentarrg
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 9761;

27. Peraturan Direldur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
3I/PB/2O16 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867 /SJ
tanggal, 17 April 2Ol7 tentatg Implementasi Transaksi Non
Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (trmbaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 1O);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun
2073 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupa.ten Konawe
SeLatan Tahun 2O13-2033 (l.embaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2013 Nomor 19);

31. Peraturan Daerah Kabupa.ten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupa.ten Konawe Selatan Nomor 1

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupa.ten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2O16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2018 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok
Pengelola Keuangan Daera-h (Iembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 11);

33. Peraturan Daerah Kabupa.ten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun
2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (l*mbatatt
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
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34. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 2g Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2017 Nomor 28);

35. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 201g tentang
Sistem Transaksi Non Ttrnai Dalam penerimaan dan pengeluaran
Daerah Dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2018 Nomor 9);

36. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 31 Tahun
2O2l tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2O2l tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O21 (Berita. Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2021 Nomor 31).

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR
6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2O2l
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1 . Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Ralifat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah l,embaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Peme rintahan Daerah;

5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;

5

MEMUTUSKAN:



6. Keuangan Daerah ada_lah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegqatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungfawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan umsan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

10. Unit Ke4a adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanalan satu atau beberapa program;

11. Satuan Ke{a Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BI(AD
selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah ;

12. Rencana Ke{a dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencara
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

17. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah
Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna

anggaran dalam melaksanalan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah;

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan Perangkat Daerah ;

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK

adatah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
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21.

22.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunalan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada Bank yang ditetapkan;
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih;
Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih;
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah;
Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah
dan belanja daerah;
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya;
Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih rea-lisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran;
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan
Daerah, dan Organisasi Masyarakat, ymg secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara
terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelen ggaraar: urusan
Pemerintah Daerah;
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat pefanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundangan atau akibat lainnya yang sah;
Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran;
Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat;
Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundangan, pe{ianjian, atau berdasarkan sebab

lainnya yang sah;

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34

35.

7

36



37. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah;

38. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang
ditetapkan oleh PA/ I(PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekelq,aan;

39. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat pAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

40. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

41. Dana Alokasi Umum yang selanj utnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah untuk mendanai kebutuhaa daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi;

42. Dana Alokasi Khusus yang selanj utnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional;

43. Belanja tidak terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk
keperluan pen.arrganarr bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran
tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rang!<a
penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;

44. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

45. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

46. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengu.tamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

47. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP atau
dapat disebut Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas
kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangzrn yang bersifat
non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan,
pengobatan, dan/ atau pelayan kesehatan lainnya.

2. Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2021

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O21 (Benta' Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 6), sehingga menjadi tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkal dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 26 Oktober 2021

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 26 Oktober 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 43

Andoolo 31 Desember 2021



LAMPIRAN I PERATT'RAJI BIIPATI I(OITAWE SEI,ATATrfofoR , 45 TAHrrr 2()21
TAIIGGAL : 26 6ktobc( 2A2L
TEilTATG : PEXIOXAf, PEI.AISATAAX PERITBA.EAI

AITGGARAT PETDAPATAT DAIT BE[.,AIT.'A
DAIRAS trABT'PATE.r KOIIAWE
SEI..ATAIT TAIII'X AITGGARAIT 2OiI 1

A. ASAS UMUM PENGEI.OLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pa.da Peraturan
Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah melaksanakan asas-asas sebagai
berikut :

1. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk
mencapai keluaran tertentu.

2. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

3. Efelrtif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang
telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran
dengan hasil.

4. Transpa.ran merupakan prinsip keterbukaan y:rng memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapa.tkan akses informasi
seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

5. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang
atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan

dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebljakan yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan.

6. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan
pendanaannya.

7. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan
wajar dan prcporsional
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B. PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD
Pelaksanaan Perubahan APBD merupakan kumpulan Rencana

Kerja Anggaran dari semua OPD yang telah menjadi ukuran capaian
target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1

(satu) kali dalam I (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar
biasa.

l. Kriteria Pelaksanaan Perubalan APBD
Pelaksanaan Perubahan APtsD dilakukan dengan memperhatikan

kriteria sebagai berikut :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebljakan
Umum APBD, mencakup :

llAsumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap
kemampuan frskal daerah.

2) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
daerah.

3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan te{adinya
peningkatan belanja daerah.

4) Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus
dilakukan Perubahan APBD.

b. Keadaan yarrg menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan
dan antar jenis belanja.

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anqgaran berjalan,
antara lain untuk :

1) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului
Pelaksanaan APBD;

2) Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
3) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya

kebijakan Pemerintah;
4) Mendanai kegiatan lanjutan;
5) Mendanai program dan kegiatan baru dengan lrriteria harus

diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan;

6) Mendanai kegiatan-kegiatan yarrg capa.ian target kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-

OPD tahun ansgaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai
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dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
€rnggarErn bedalan.

3. Dokumen yang digunakan untuk Pelaksanaan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pelaksanaan Perubahan APBD
a. Untuk melakukan penambahan / pngura ngan baik terhadap

volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap
penambahan/pengurangan jumlah anggErran program dan
kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam Pelaksanaan
Perubahan APBD, cukup dengan melakukan penyesuaian dalam
DPAP-OPD atau tidak perlu dengan men)rusun RKA-OPD baru.

b. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam
Pela-ksanaan Perubahan APBD, harus diawali dengan
Pelaksanaan dokumen RKAP-OPD.

c. Untuk men€rmpung kegiatan-kegiatan yang tidak dapa.t
diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya dalam APBD
yang disebabkan karena forennjeur atau diluar kemrmpuan
maka tidak perlu diawali dengan menlrusun RKA-OPD, tetapi
Langsung diperoleh dari DPA-L.

4. Hat-hal Lain Dalam Pelaksanaan Perubahan APBD
a. Apabila DPRD sampa.i batas wal<tu tidak menetapkan

persetujuan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan
PERDA tentang APBD, Kepala Daerah dapa.t melaksanakan
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD talun
anggaran sebelumnya dan diatur dalam Peraturan Bupati
tersendiri.

b. Pengeluaran diprioritaskan untuk belar{a yang bersifat mengikat
dan bersifat w4f ib.

c. Belanja yang bersilat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan d2lam tahun anggaran yang

bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa.
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2. Cakupan Rancangan Pelaksanaan Perubahan APBD
a. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam RPJM.
b. Menampung program dan kegiatan yang baru.
c. Menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat

diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya (DPA-L).
d. Memuat hal-hat baik yang tidak terakomodir tahun sebelumnya

maupun yang usulan kegiatan baru.



d. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan dasar masyarakat antara
lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanal<an
kewajiban pihak ketiga.

e. Daftar kode rekening merupakan acuErn baku dalam Pelaksanaan
kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan
daerah secara objektif, nyata dan harus di koordinasikan dengan
PPKD.

C. KEADAANDARURAT
l. Sekurang-kurangnya memenuhi kiteria sebaCai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidal{ diharapkan tedadi secara berulang;
c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
2. a. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak, mencakup :

1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran be{alan;

2) Keperluan mendesak l,ainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan masyarakat.

b. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan
lainnya dalam tahun anqgaran berjalan diformul,asikan terlebih
dahulu dalam DPPA-OPD.

3.a. Pendanaan keadaan darurat diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKAP-OPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

b. Belaqia kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan
pembebanan langsung pada Belanja lWak Terdttga

c. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya
untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan
darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan
sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampung
serta tempat hunian sementara.

d. Tata cara pel,aksanaan, penatausahaan dan pertanggungiawaban
belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut :

l) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala
Daerah, Kepala OPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepa.da PPKD selaku
BUD;
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2) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana
kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana paling lambat I (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya RKB;

3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan
mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran
OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

4) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku
Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada OPD
yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

5) Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana bertanggungiawab secara Iisik dan keuangan terhadap
penggunazrn dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
dan

6) Pertanggungiawaban atas penggunaan dana tanggap darurat
bencana disampaikan oleh Kepala OPD yang melaksanakan
fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan
mslemp n<an bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
atau surat pernyataan pertanggungiawaban belanja.

e. Dalam hal keadaan darurat tedadi setelah ditetapkannya
Pelaksalaan Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaxan yang belum tersedia anggarannya, dan
pengeluaran tersebut disampaikan dalam lapran realisasi
anggaran.

f. Dasar pengeluzrran untuk kegiatan-kegiatan diformulasikan
terlebih dahulu delarn RKAP-OPD untuk dijadikan dasar
pengesahan DPAP-OPD oleh PPKD setelah memperoleh
persetujuan Sekretaris Daerah.

g. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

h. Dasar pengeluaran untuk kegiatan bersifat darurat yang te{adi
setelah ditetapkannya Pelaksanaan Perubahan APBD tersebut
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKAP-OPD untuk dijadikan
dasar pengesahan DPAP-OPD oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan Selretaris Daerah
dengan mempertimbangkan sumber dananya.



D. KEGIATANTAHUNJAMAK
l. Kegiatan tahun jamak dimaksud harus memenuhi lcriteria

sekurang-kurangnya :

a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara
tel,rnis merupa.kan satu kesatuan untuk menghasilkan satu
output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua
belas) bulan; atau

b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran
seperti penzrnaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan
perintis laut/ udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan
pembuangan sampah dan pengadaan jasr deanhg seruice.

2. Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas
persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan
bersama €rntara Kepala Daerah dan DPRD.

3. Nota kesepakatan bersama dimaksud ditanda tangani bersamaan
dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS pada
tahun pertama rencana peLaksanaan kegiatan tahun jamak.

4. Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud sekurang-
kurangnya memuat :

a. Nama kegiatan;
b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
c. Jumlah anggaran; dan
d. Alokasi anggaran per tahun.

5. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana
dimaksud tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala
Daerah berakhir.

E. PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
l. Terhadap pekerjaan dari kontrak yang sumber dananya telah

dialokasikan dalam DPA Tahun Anggaran berkenaan, harus
diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.

2. Untuk pekerjaan yang telah selesai pelaksanaannya, diberikan
batas walrtu sampai dengan 3O (Tfga hfia\ hlan dari tanggal
tlerakhir masa kontrak untuk memproses pencairan dana.

3. Untuk Kontrak yang berat<hir di Bulan November - Desember agar
mempnoses pencairan dana sebelum tanggal tutup register pada

Badan Keuangan dan Aset Daerah c.q. Bidang Perbendaharaan.
4. Kontrak yang masa berakhirnya di atas tanggal 2O lDua PufuQ

Desember tahun berkenaan, proses pencairan dana dilaksanakan
pada tahun berikutnya.
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5. Untuk Kontrak dengan Jenis Pekerjaan Desain dan Penganaasan"
peng4juan permintaan pembayaran paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tanggat kontrak berakhir, untuk segera meneajukan
permintaan pembayaran, dan apabila melebihi dari batas waktu
yang ditentukan mala akan menjadi SiLPA tahun anggaran
berkenaan.

6. Untuk Kontrak dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan Barang &
Jasa, peng4juan permintaan pembayaran paling larnlal 2 (dual
bulan setelah tanggal kontrak berakhir.

7. Pengajuan permintaan pembayaran untuk Kekurangan, Gaji
Berkala, paling lambat akhir bulan Juni tahun berkenaan, dan
untuk segala permintaan pembayaran yang melewati batas yang
telah ditentukan, maka akan diproses pada tahun anggaran
berikutnya.

8. Ktrusus untuk belanj a honorarium pegauai tidak tetap (PHTT),
Lanorarium pengelala keuangary tenaga Outsourchg, dan
lnrwrarium insentif/l,ainnya, permintaan pembayaran untuk
belanja tersebut dilakukan dengan mekanisme IS dan dibayarkan
perhi.an" terkecuali bagi OPD yang perhitungan honorariumnya
masuk dalam perhitungan pagu UP maka, proses pembay.u'annya
dilakukan melalui mekanisme GU.

9. Untuk belanja pe{alanan dinas, permintaan pembayaran
dilakukan melalui mekanisme GU, dan tidak diperkenankan
melakukan permintaan pembayaran melalui mekanisme TU, di
kecualikan untuk pedalanan dinas yang tidak termasuk dalam
perhitungan pagu UP, ma-ka diperkenankan untuk melakukan
permintaan pembayaran melalui mekanisme TU.

lO. Biaya SWAB Test/PCR dibebankan secara langsung pada biaya
Tiket Pesawat (incfud4.

ll.Untuk kegiatan dengan pagu anggaran diatas Rp. 5OO.OOO.OO0,-

{Lima Ratus Juta R:.ryiolt), harus terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Kepala Daerah untuk melaksanakan kegiatan
yang dimaksud.

12. Khusus untuk belanja modal pengadaan kendaraan dinas baik
roda 2 (dlo), roda a @mp@ dan seterusnya, ha.rus terlebih dahulu
mendapatJ<an persetujuan dari Kepala Daerah untuk
dipertimbangkan azas rnanfaat dari pengadaan kendaraan dinas
tersebut.

13. Terhadap kesempa.tan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan harus
mempdomani ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
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G. STANDAR BIAYA BANGUNAN GEDUNG, STANDAR BIAYA
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN, STANDAR BIAYA BELANJA
JASA KONSULTASI PENELITIAN, PERENCANAAN DAN PENGAWASAN,
STANDAR BIAYA BANGUNAN DAN INSTALASI AIR, DIATUR
TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

H. STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DIATUR TERSENDIRI
DALAM PERATURAN BUPATI.

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI.

J. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA TERPADU DIATUR TERSENDIRI
DALAM PERATURAN BUPATI.

K. BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI.

L. TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI.

M. TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KONAWE
SELATAN DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

I

N. TATA CARA REVISI ANGGARAN
ANGGARAN LANJUTAN (DPA-L)

PERATURAN BUPATI.

DAN DOKUMEN PELAKSANAAN
DIATUR TERSENDIRI DALAM

O. TATA CARA DAN MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI DIATUR
TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.
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F. BIAYA PERJALANAN DINAS, BIAYA SEWA KENDARAAN, PENGADAAN
PAKAIAN DINAS, BIAYA PENUNJANG KEGIATAN DAN BIAYA MASUKAN
LAINI{YA TAHUN ANGGARAN 2022 DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI.



P. TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI.
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